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Mengingat ... 

b. bahwa unruk melaksanakan maksud dalam huruf a 
tersebut di atas dan dalam upaya pemerataan 
pembangunan di bidang pendidikan pada tingkat Desa 
dan Kecamatan serta peningkatan daya tampung bagi 
u · Sekolah dan untuk meningkatkan rnutu serta 
fisia . pendidikan Sekolah Dasar, dipandang perlu e 1s1ens1 . 

k en 0,.rur Penegerian Sekolah Dasar Swasta Kelas untu m ....- 
Jauh Di Kabupaten Sintang; 

h bungan dengan maksud dalarn huruf b 
c. bahwa se. u dan untuk memberikan dasar hukurn 

tersebut dt ~ta.SI Sekolah Dasar Negeri, rnaka perlu 
b · operas1ona p . agi n Bupati Sintang tentang enegenan 
ditetapkan Pera5turata Kelas Jauh Di Kabupaten Sintang. 
Sekolah pasar was 

BUPATI SJNTANG 

Menimbang : a. bahwa guna mengembangkan kemampuan dan 
rnernbentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalarn rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta 
didik yang berilmu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri 
yang diselenggarakan rnelalui proses pembelajaran 
dengan rnetode komprehensif yang menyentuh unsur 
dernokratis, berkeadilan, sistematik pembudayaan 
keteladanan dan pemberdayaan semua kornponen 
rnasyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan 
Nasional; 

TENT ANG 

PENEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA KELAS JAUH 
DI l<ABUPATEN S!NTANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SINTANG 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERAT URAN BUPATJ SINTANG 
NOMOR ~t TAHUN 2017 

- 

• 
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BAB ... 

MEMUTUSKAN : 

PATI SINTANG TENTANG PENEGERIAN 
: PERAnJRANDA:~R $WASTA KELAS JAUH DI KABUPATEN 

SEKOLAfl 
SINTANO 

5. Peraruran Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
I 94, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 
4941); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Jahd~nd_kan2010(Letebantang 
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan en 1 1 m ran 
Ne ara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
No~or 51 OSI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157); 

Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 
7 Peraturan p k D rah · p bentukan Dan Susunan erang at ae 

tentang e; tang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang 
Kabupate2"016'" Nomor 7, Tambahan Lembaran Oaerah 
Tahun )· 
Kabupaten Sintan8 Nomor 7 . 

i;JjJ_>z 
l. Undang·Undan N 

Undang-Undan: i;'~r 27 Tahun 1959 temang Penetapan 
Pembentukan Daerah ~·t Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Negara Republik lndo mgkat If Di Kalimantan (Lembaran 
Lernbaran Negara nesia_ Tahun 1953 Nomor 9. Tambahan 
Undang-Undang ,i'.:epublik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Tahun 1959 Nomor 7f7aan Negara Republik Indonesia 
Indonesia Nomor 1820\; ambahan Lembaran Negara Republik 

2. Undang-Undan N 
Pendidikan N g. omor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Tahun 2003 Nasional !Lembaran Negara Repubtik Indonesia 
1 d . ornor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik n ones1a Nomor 43011: 

3· 
gndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 24_4, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5:,87) sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang. Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
lndone~1a Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679): 

4. Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 45, Tamba.han Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5670); 

Menetapkan 

r 

r 



20. Tenaga ... 

BABI 
KETltNTUA.lf UMUM 

Pasal I 

Oalam Peraturan ini yang d. •ma.ksu.d dengan· 
J. Daerah adalah Kabupaten 8. · 
2. Pemerintah Daerah adalah ~~ang. 

Pemenntahan Daerah y P!Ua ~aerah sebagai unsur penyelenggara 
yang menjadi kewenang:~ mem,mpm pelaksanaan urusan pemerintahan 

3. Pemerintahan Daerah ad I aerah otonom. 
pemerintah daerah d ad ah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

. an ewan pe akil otonorru dan tugas b TW 1 an rakyat daerah menu rut asas 
dalam eistem da:em _antuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
sebagaimana dimaksud"d';,_~:!:,, Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

4 Bupati adalah 8 . 
8· 

_Kepala Daerah adalah Bupati Sintang. 
· . upau mtang, 

5. Dinas adalah Dinas p didik 6. Kepala Dinas adal=~ 1 ~ an1 dan0Kebudayaan Kabupatcn Sintang. 
Kabupaten Sintang. epa a mas Pendidikan dan Kebudayaan 

7. ~epant~ri ;d:lr~ Menteri Pendidikan dan Kcbudayaan Republik Indonesia. 
8. d:_ -~ e O bahadalah Guru yang rnenduduki jabatan fungsional yang 

1""1." an tam an tugas Kepala Sekolah. 
9. WaJ<1l Kepala S_ekolah adalah Wakil Pirnpinan Sekolah yang membidangi 

ku~ulum, kesiswaan, dan konseling. 
10. Pendidikan Dasar adalah Pendidikan Umum yang Jamanya sembilan 

tahun, ~1selenggarakan selarna enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga 
tahun _d• Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang 
sederajat, 

11. Sekolah Dasar adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang 
menyelenggarakan program enam tahun. 

l 2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah bentuk satuan pendidikan 
dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun. 

13. Siswa adaJah peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan 
dasar di jalur pendidikan sekolah. 

14. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu atau waJi siswa yang bersangkutan: 
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Bupati 

sebagai Pelaksana Teknis Daerah sebagai Pengelola pelaksana jalannya 
pendidikan sekolah. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Sin tang. 

17. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana unruk mewujudkan 
suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secera aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagarnaan. pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Ncgru:a: 

18. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan 
yang sating terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan 

Nasional. 19. Peserta didik adalah anggota masya.rakat yang besedru5:1ha mde~algemb~gl<an 
potensi diri melalui proses pembelajaran yang ter ,a pa a J ur, jenjang 
dan jenis pendidikan tertentu. 

f r 
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Pasal 3 
S sta Kelas Jauh Di Kabupaten Sintang 

(11 Maksud Penegerian Sekolah n ':an membentuk watak serta pe~daban 
dalah guna mengembangka dalrun rangka mencerdaskan kehidupan 

a berma.rtabat . . beriman dan bettaqwa kepada 
~~g= -:1'~ agar menjad~:~t:ulia, cakap, sehat dan ?Crilmu, 
Ta h!n 'Yang Maha Esa, ~ di warga Negara yang demokrat1s serta 

u di . dan menja 
kreatif, man. 1'° 
bertanggung 1awab. . . 

I Jauh bertuJuan. dik t k lah swasta Ke as kepada Pescrta di • un u 
(2) Penegerian S~ko bekal kemampuan dasar sebagai pribadi, anggota 

a. membenkan~1, kehidupannya ota umat manusia serta 
mengembanlY"an ga Negara dan anggk mengilcuti pendidikan 
masyarakat, war P serta didik untu 
mempersiapkan e 
menengah; b. meningkatkan ... 

BABW 
MAKSUD DA.lf TUJUA.lf 

. . ditetapkan Penegerian Sekolah Swasta Kelas Oengan Peraturan Bupati iru 
Jauh Di Kabupaten Sintang 

Pasal 2 

BABD 
PEMBENTUKA!f 

CJJJ>, 
20. Tenaga Kependidikan adalah 

dan ~gkat Untuk menun·an anggota masyarakat yang mengabdikan din 
21. Pendidik adalah tenaga ie g Jl:nyelenggaraa_n pendidikan. 

dosen, konselor, pamong pe!pend,d:kan yang berkualitas sebagai guru, 
dan sebutan lain sesuai den a.Jar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator 
menyelenggarakan pendidi~o kekhususannya serta berpartisipasi dalam 

22. Kurikulum adalah seperan ka . . .. 
bahan pelajaran untuk g t rencana pengaturan mengenai tujuan, 1s1, 

23. Pembelajaran adalah P~nscapaiaktuJuan pendidikan tertentu. 
sumber belajar pad mter s1 peserta didik dengan pendidik dan 

a suatu lingkungan belai 24. Evaluasi pendidikan adalah ke . Jar. . . . 
penetapan mutu . . giatan pengendahan, penjarrunan dan 
'al . . pendtdtk terhadap berbagai komponen pendidikan setiap 
J ur, JCnJang dan jenis pendidikan sebagai suatu bentuk 
perta~~ngiawaban penyelenggaraan pendidikan. 

25. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu 
pendidikari berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

26. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam 
penyelenggaraan pendidikan meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, 
dana, sarans dan prasarana. 

27. Dewan Pendidikan adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai 
umur masyarakat yang peduli pendidikan. 

28. Komite sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang 
tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang 
peduli pendidikan. 

I r 
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Pasal ... 

PasaJ 7 

d ngembangan tenaga pendidik, kurikulum, 
Pengadaan, pendayagunaa~di~fk!:i, tanah, dan gedung ~rta pemeliharaan 
buku acuan, peralata.n ~ en·adi taJ\ggungjawab Pemenntah Daerah. 
pada Sekolah Dasar Negeri m J 

. . 
1 

dari masyarakat usia Sekolah dan/atau tamatan Taman 
Peserta didik berasa 
Kanak-Kanak (TK) 

Penegerian Sekolah Dasar Swasta Kela~ Jauh Di Kabupaten Sintang ~engan 
nama-nama dan Jokasi sekolah sebaga!mana terc8'.ntum dalam Lamp~ran II, 
yang dan merupakan bagian tidak terptsahkan dan Peraturan Bupati im. 

Pasa16 

I r 

Pasal 5 

(5) Struktur Organisasi dari Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran l, yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Dasar sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal4 

(1) Penegerian Sekolah Dasar . . bagian dari Sistem p d.;ebaga,m8:"a dirnaksud dalam PasaJ 2 sebagai 
Pernerintah Dae ah e1n 1• ikan Nasional dan menjadi tanggung jawab 

r me alui Kepala Dinas. 

(2) Pimpinan Sekolah Dasar terdiri atas seorang Kepala Sekolah. 

(3) Kepala Sek':>lah dibantu oleh tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga 
administrasi yang jurnlahnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

PEN BAB IV EGERIAN SEKOLAH DASAR 

b. m~ningkatkan dav ti J:lJ .' 5 
usra sekolah gu,i' a tampung lulusan 
b1dang pendidik a memenuhi pe b Taman Kanak-Kanak/anak 

c. meningkatkan an dasar di Daerah·m angunan dan pengembangan 
masyarakat d pengetahuan dan k~ . 
lingkungan ~lam mengadakan ~mpuan s,.swa sebagai anggota 
pendidikan 51'." . budaya, serne ungan timbal balik. dengan 

?ada JenJang yang lebih :~ serta dapat melanjutkan 
(3) Untuk mencapai t . · 

penyelen UJuan sebagai . ggaraan pendidikan mana dimaksud pada ayat (1) 
Tujuan Pendidikan Nasion I pada Sekolah Dasar berpedoman pada a. 

t r 



Pasal 10 
. · ba"~; siswa Sekolah Oasar seseorang harus : 

(I) Untuk dapat d1tenma se .,.,.. 
. . S kolah minimal 6 (enaml tahun; 

a. telah memasuki ~s':ek~lah Taman Kanak-Kanak dan/atau telah 
b. telah memasuki h da jenjang Taman Kanak-Kanak; 

menyelesaikan sekola pan disyaratkan oleh Sekolah Dasar yang 
c. memiliki kemampuan ya g 

bersangkutan. 
• ana dima.ksud pada ayat (!), mengikuti 

an sebasa1m · a1 · o· (2J Pelaksanaan ketentu . kan oleh Menten rnel u1 mas. 
pedornan yang telah d1tetap Pasal ... 

BABVI 
SISW'A 

11.Uv 
Rlt1'CANA I5l) lJKPEKGEMBA!fGAKSltKOLAB 

. Pasaj 9 
{ I} ls, rencana induk p 

bahan k ·· engembangan S k lah ajian dan pelajar e o Dasar merupakan susunan 
dalam rangka upaya menc!n un~k mencapai tujuan pendidikan Dasar 

, . . pa, tuJuan pendidikan 
(.} ls, Kunkulum Pend·d·k · 

kajian dan pelajaran' u~:nk Sekolah .oasar merupakan susunan bahan 
memuat sekurang-kuran u mencapa, t~Juan pendidikan dasar dan wajib 
a. Kelompok A terdiri atarya bahan kajian dan pelajaran; 

I. Pendidikan Agama dan Bud· P k .. 
2. Pendidikan Pa il I e ertt; 
3 P 

. . ncas a dan Kewarganegaraan· 
· endidikan Bahasa Indonesia· ' 

4. Pendidikan Matematika· ' 
5. Pendidikan Pengetahua~ Alam· 
6. Pendidikan Pengetahuan Sosiai; 

b. Kelompok B terdiri atas : 
1. Pendidikan Seni Budaya dan Prakarya; 
2. Pendidikan Jasmani dan Olahraga dan Kesehatan; 

(3) Kurikulum yang berlaku adalah kurikulum yang berlaku secara nasional 
yang ditetapkan oleh Menteri. 

(4) Sekolah Dasar dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai 
dengan keadaan lingkungan dan ciri khas Sekolah Dasar yang 
bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara 
Nasional. 

(5) Sekolah Dasar Negeri dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian 
dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat (Muatan Lokal]. 

Pasa1a 
Kepala Sekolah Dasar Ne . 
penyelenggaraan kegia gen bertanggu0 . 
renaga kependidikan la~ belajar mengaja': Ja;·ab kepa~a Kepala Dinas atas 

innya dan J>enday~ a mtn,stras, sekolah, pembinaan 
naan sarana dan prasarana. 

C.J;JJ ~6 

r 



(2) Pcnilaian ... 

. . d"Jaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan 
Penilaian Sekolah Dasar 1 

1 h keterangan tentang kegiatan dan kemajuan 
bers1fat terbuka untuk memperokel m guru. dan tenaga kependidikan lainnya 
bel · • Jaksanaan kun u u . , . ajar siswa pe . Jah satu kesatuan dalam rangka pembmaan, 
dan Sekolah Oasar sebagai ~kreditasi Sekolah Dasar. 
?engembangan dan penentuan 

Pasal 13 

1 dilakukan untuk mengetahui kesesuaian 
(I) Penilaian pelaksanaan kuriku um vang bersangkutan dengan da_sar. fungsi, 

antara kurikulum Sekolah DaSS;r · al dengan kemampuan siswa serta 
d ·d·kan nas1on dan tuj uan pen 1 1 

perkembangan masyarakat. 

Pasal 12 

BABVII 
PBKILAIAlf 

Pasa1 11 

( 1) Siswa mempunyai hak seba .... _ . 
ga, =rikut: 

a. mendapatkan hak yang sama 
b. rnemperoleh pendidikan • untuk mendapatkan pendidikan: 

,.;1, • ·"'&a.ma sesual d c. mengikuti program pendid.k engan agama yang dianutnya: 
berkelanJutan, baik untuk t an Yang bersangkutan atas pendidikan 
untuk memperoJeh pen akrnengem~gkan kemampuan diri maupun 
dibukukan; g uan tmgkat pendidikan tertentu yang 

d. mendapatkan bantuan fasffta be! . 
sesuai dengan ketentu d 1 s ajar bea siswa ataupun bantuan lainnya 

e. pindah ke sekolah da:r ~~rs):anitan yang berlaku: 
sesuai dengan rs, , g sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi 
hendak dimasu:. )aratan penenmaan siswa pada sekolah dasar yang 

• 
f. memperoleh penilaian hasil belajarnya: 
g. menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang 

ditentukan; 
h. mendapat pelayanan khusus bilamana menyandang cacat. 

(2) Siswa mempunyai kewajiban sebagai berikut: 
a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. kecuali bilamana 

siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan 
peraturan Perundang-undangan; 

b. mernatuhi semua peraturan yang berlaku; 
c. menghonnati tenaga kependidikan/pihak terkait; 
d. menghonnati t.enaga kependidikan terpadu di sekolah itu sendiri: 
e. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, kerertiban, dan 

keamanan Sekolah Dasar yang bersangkutan: 

(J) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (II dan ayat (2) 
diatur Jebih lanjut oleh Kepala Dinas. 

, ( 
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BAB X 
K]tTBl(TUAlf pBR,\LlHAK 

p8sal 16 
•a11 telllh ada scbelum Pt-mtumn 

/atl\U ketcntunn ) g tan mitteri ,·l\ng soma dan atau 
(I) Segala Peraturan ditnpanjang 01enga1ur ,nu.11•0; ntl\sih tt'inp t,,,rlaku. 

Bupati ini berlal<u, se Pcraturan Bupotl 1 

tidak bertentangnn dcngiin \2) Pada .. 

d at ( I) dan ayat (2) diatur oleh 
a6baga.imana dimaksud pa a ay 

(3) Pengawasan "" 
Din as. 

(2) Pengawasan diiakukan 
administrasi sekolah. 

· · s melakukan pengawasan terhadap Sekolah 
(I) Pemerintah Daerah melalub~ Dina pengembangan perlindungan. penmgkatan 

D d lam rangka pem maan. · 
asar a S kolah Dasar bersangkutan. mutu dan pelayanan e 

h d ""fl)'elenggaraan pendidikan dan ter a ap ,,. 

BABIX 
PEKOAWASAII 

Pasal 15 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (\) meliputi : 
a. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga adrniniatrasi: 
b. biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana: 
c. biaya perluasan dan pengernbangan; 
d. biaya pendidikan dan pengajaran. 

( l) Segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana. pembinaan. d8;Il 
pengawasan Sekolah Dasar menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belania 
Daerah Kabupaten Sintang dan sumber dana lainnya yang sah. 

Pasal 14 

BABVJII 
PEMBIAYAAM 

(') penilaian. terhadap guru d 
- d an tenaga rend'd'k . kernampuan. an kewenang , 1 ' an d1lakukan untuk mengetahui 

(JI .Hasil penilaian sebagaiman:ndprofe&1onal. 
. bi d e " lltll\ksud pad (' . a. pem maan an pengemban an a ayat 2) digunakan unruk : 

b. penyempurnaan kurikulumg d guru dan tenaga pendidik lamnya: 
kependidikan lainnya. an pengelolaan pendidikan guru dan tenaga 

[4) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana 
ayat (3), dtlakukan oleh Dinas. dimaksud pada ayat \I). ayat \2) dan 

.. (.'l:i'.:28 

. ,. 
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YOSEPHA HASNAH 
TANG TAHUN 2017 NOMOR "I~ 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIN 

Diundangkan di sintang 
pada tanggal '> :, "" I 201 7 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANO, 

~r JAROT WINARNO 

2017 
Ditetapkan di Sintang 
pada tanggal S" ()..,..., 

BUPATI SINTAN , fl 

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar ~tl~P orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang~ Peraturan 
Bupatl iru dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Smtang. 

BAB XI 
KETEKTUAif PEKUTUP 

Pasal 17 

(Z) pada saat Peraturan ini berl k 
penegerian Sekolah Dasa a u, ma]<a segala ha! yang merigatur tentang 
ketentuan peraturan perunrd mengacu kepada Peraturan Bupati ini dan 

ang-undangan. 

• (OG329 

, r 

I r 



v • JAROT WllfARJfO 
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[ KOMITE ~----- KEPAIA 

I I I 
WAKIL BIDANG WAKIL BIDANG WAKJL BIDANG TATAUSAHA 

KESISWAAN KONSEUNG KURIKULUM 

DEWAN GURU 

~· GURU KELAS 

~ 

KELAS KE LAS KEI.AS KE LAS KEIAS KE LAS 

I I 

[ PRA~UKA I I 
I 

PERPUSTAKMN KOP£RASI EICSTIIA 
UKS I 

SEKOtAH SEKOI.AH KUIUKUWI 

S ISWA 

. r 

: PERATlJRA.N BlJPATl S!NTANG 
NOMOR : ...,_t TAHUN 2017 
TANOOAL : ', ~ ... ·, 2017 
TENTANQ : PENEGERIAN SBI<OLA!i DASAR SWASTA KELAS JAUH DI 

l<ABlJPATEN SINTANG 

STRUKTUR ORGA1VISA81 SltKOLAH DASAR RGJtRl 
DI KAllUPATb' Slll'T.UG 

JAMl'IRAN l 
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